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ABSTRACT  

Indonesia, in its efforts to boost economic growth, has established a 

regulation through Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation 

in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law. This regulation addresses 

investment facilitation by streamlining licensing processes. According to this 

regulation, it is hoped that the vision and mission of the National Long-Term 

Development Plan (RPJPN) 2025-2045 will be achieved, supporting the 

implementation of Indonesia’s Golden Vision 2045. The implementation of Spatial 

Utilization Compliance (KKPR) in the Banyakan-Grogol Urban Area is being 

conducted intensively following the Detailed Spatial Plan for the Banyakan-Grogol 

Urban Area, with the expectation of supporting regional development into an urban 

area since the establishment of Dhoho Kediri Airport and the Kediri-Kertosono 

Toll Road in Kediri Regency. Issues related to human resources, systems and work 

procedures, institutions, and challenges faced by business and non-business actors 

in processing KKPR applications are the reasons for this research. 

The research method used is qualitative, with a normative juridical analysis 

approach based on legislation. The applicable regulations for the implementation 

of Spatial Utilization Compliance (KKPR) include Government Regulation No. 21 

of 2021 and Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National 

Land Agency Regulation No. 13 of 2021. In addition to regulations, other relevant 

documents related to the implementation, such as technical guidelines for KKPR, 

serve as supporting data for the research, allowing the analysis to develop. Data 

collection techniques involve analyzing and validating the accuracy of information 

until it becomes reliable data for written interpretation. 

The results of the research include the implementation, process flow, and 

the obstacles and solutions encountered in the licensing of Spatial Utilization 

Compliance (KKPR) carried out in the Banyakan and Grogol sub-districts. The 

implementation of KKPR in the Banyakan-Grogol Urban Area has been conducted 

through KKPR Approval (PKKPR), involving the implementing agencies such as 

the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), the Investment and One-

Stop Integrated Services Office (DPMPTSP), and the Kediri Regency Land Office. 

The standard operating procedures for PKKPR implementation have been followed 

according to regulations, although the process has faced issues such as a shortage 

of human resources, incomplete integration of the Detailed Spatial Plan (RDTR) 

since 2023, overlapping institutional roles, and confusion among business actors 

in carrying out KKPR. Therefore, the involvement of the agencies in providing 

alternative solutions to these problems is crucial for resolving the issues. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu pilar untuk menyokong berdirinya suatu negara adalah 

bidang perekonomian (Lie, 2022). Pada suatu bidang perekonomian, 

negara dapat membantu secara langsung dan tidak langsung bagi berbagai 

kepentingan pihak khususnya masyarakat. Dengan begitu berkembangnya  

suatu perekonomian  dalam  sebuah negara  dapat memberikan  dampak  

positif  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat yang  dapat membawa  

kesejahteraan bagi  masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga biasa disebut 

sebagai Modern Economic Growth yang memiliki artian bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses pertumbuhan   output   

perkapita dengan perhitungan jangka panjang (Latif dan Astuti, 2022). 

Dengan begitu seiring bertumbuhnya output tersebut, kesejahteraan  

masyarakat juga dapat meningkat karena daya beli  konsumsi  pada  barang  

dan  jasa  akan berkembang dengan berbagai alternatif. Hal ini selaras 

dengan komitmen global dan nasional sebagai tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau  Sustainable Development Goals (SDGs) dalam 

utamanya pada poin ketiga mengenai “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” 

dan poin kesepuluh mengenai “Berkurangnya Kesenjangan” (Bappenas, 

2015).  

Pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai Kehidupan 

Sehat dan Sejahtera serta Berkurangnya Kesenjangan juga dapat 

mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, 

yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, 

dan Berkelanjutan” (Bappenas, 2023). Sebagaimana sasaran utama RPJPN 

2025-2045 yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) 

kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan 

dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumberdaya 

manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

https://indonesia2045.go.id/
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menurun menuju net zero emission. Dengan begitu, tujuan RPJPN ini 

dapat dikatakan selaras dengan poin ketiga dan poin kesepuluh pada 

SDGs.  

Indonesia dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian 

mengatur suatu regulasi berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari 

sekian  banyaknya   pasal   dalam   undang-undang   tersebut,   terdapat   

perubahan mendasar terhadap konsep perizinan khususnya mengenai 

perizinan berusaha, yaitu peralihan  perizinan  berusaha  dari  berbasis  izin  

(license  approach)  menjadi  berbasis risiko (risk-based approach) (Lie, 

2022). Oleh karena itu, melalui Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 

Sinkronisasi Program Pemananfaataan Ruang operasionalisasi Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kegiatan untuk pemanfaatan ruang 

diimplementasikan dengan Online Single Submission - Risk Based 

Approach (OSS-RBA) dengan terintegrasi oleh RDTR. 

Keberadaan KKPR tersebut jika dikaitkan dengan tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs diharapkan mampu 

mendukung kesejahteraan masyarakat dalam layanan publik penerbitan 

perizinan (Trifita dan Amaliyah, 2020). Pelayanan publik Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang tentunya merupakan wujud dari pelayanan 

pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang bertujuan untuk 

memberikan akses pemerataan perekonomian (Adiningsih dkk., 2023). 

Sebagaimana KKPR berfungsi sebagai produk perizinan atau akses 

pemerataan perekonomian dalam memperoleh kegiatan berinvetasi. 

Pelayanan perizinan tersebut dalam implementasinya dikenal sebagai 

Online Single Submission (OSS) yang bertujuan sebagai alat pendukung 

dalam memperoleh KKPR.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) merubah sistem peralihan dari sistem Online Single 
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Submission (OSS) menuju Online Single Submission – Risk Based 

Approach (OSS-RBA) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi layanan perizinan usaha di Indonesia. Pemerintah 

telah meluncurkan sistem OSS-RBA yang juga merupakan tindak lanjut 

dari pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 

Elektronik. Tujuan utama dari sistem tersebut adalah untuk mempermudah 

pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan jumlah 

penanaman modal dalam berusaha.  Selain itu, OSS-RBA menjadi sebuah 

inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek dalam 

proses perizinan usaha, mulai dari pengajuan hingga penerbitan izin, 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara 

menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan yang 

dihadapi dalam OSS sebelumnya, yang mengalami keterbatasan dalam 

koordinasi antarlembaga serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses perizinan (Pasa dan Margono, 2023). Dengan OSS-RBA 

diharapkan tercipta sistem yang lebih terintegrasi, termonitor, dan terukur, 

yang dapat mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perizinan 

serta meningkatkan daya saing dan iklim investasi di Indonesia secara 

keseluruhan. Meskipun demikian, implementasi KKPR juga menghadapi 

berbagai tantangan pada berbagai aspek seperti (a) regulasi; (b) 

kelembagaan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) sistem dan tata kerja 

pelayanannya (Sutaryono, 2022).  

Selain problematika yang telah disebutkan dalam Sutaryono di atas, 

terdapat beberapa kajian permasalahan yang ditemukan oleh Simanjuntak 

(2022) yaitu adanya ketidaksesuaian berkas masuk seperti dokumen 

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dan terdapat sumberdaya manusia 

yang kurang mumpuni seperti pelaku usaha yang masih belum mengerti 

menjalankan OSS dalam pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
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Indonesia (KBLI). Permasalahan yang ditemukan oleh Rahayu (2021) 

mengenai  keterbatasan kemampuan atau pemahaman pengguna dalam 

menggunakan sistem pelayanan elektronik dalam sistem OSS atau disebut 

sebagai kesenjangan digital (digital divide) dimana hal tersebut merupakan 

hal yang baru bagi pelaku usaha awam.  Oleh karena itu, terdapat pelaku 

usaha yang masih tetap mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Contoh kasus tersebut 

ditemukan di Kota Samarinda yang merupakan kawasan aglomerasi 

sehingga berfungsi sebagai kota pelayanan regional untuk memenuhi 

kebutuhan kota-kota sekitarnya. Namun, dalam pelayanan perizinan masih 

terdapat kendala seperti kemampuan penggunaan OSS dalam pelayanan 

perizinan masih rendah, disertai dengan kendala seperti gangguan sistem 

OSS dan gangguan internet dari DPMPTSP Kota Samarinda, yang 

mengakibatkan hambatan dalam proses layanan perizinan bagi para pelaku 

usaha (Rahayu dkk., 2021). 

 Berdasarkan adanya sejumlah problematika yang ditemukan di 

sejumlah daerah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. 

Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol sendiri terletak di 

Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki RDTR 

sehingga fungsi layanan KKPR seharusnya telah berjalan. Pada 

Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol, kawasan perkotaan telah 

ditetapkan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan melalui Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR Banyakan–Grogol ini diatur oleh 

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Banyakan – Grogol Tahun 2023-

2043 dengan luas administratif 5.523 hektar. Tujuannya adalah membuka 

pintu gerbang Kediri raya dengan fungsi kawasan perdagangan dan jasa 

berbasis agribisnis. 

Berdasarkan permasalah di atas, sistem OSS-RBA masih tergolong 

baru dalam pelaksanaannya sehingga belum sepenuhnya efektif. Oleh 
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karena itu, peneliti berencana untuk menganalisis pelaksanaan perizinan 

KKPR sebagaimana tujuan fungsi kawasan perkotaan pada Kecamatan 

Banyakan-Grogol untuk kegiatan perdagangan dan jasa berbasis 

agribisnis. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pelaksanaan Penerbitan Izin Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol 

Kabupaten Kediri” agar kedepannya perkotaan Banyakan-Grogol dapat 

berkembang sesuai tujuannya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR di Kawasan 

Perkotaan Banyakan-Grogol ? 

2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 

layanan  perizinan KKPR di Kawasan Perkotaan Banyakan-Grogol ? 

3. Bagaimana alternatif solusi terhadap permasalahan dalam proses 

pelaksanaan layanan KKPR? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR di 

kawasan perkotaan Banyakan-Grogol. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi 

dalam proses pelaksanaan layanan perizinan KKPR di kawasan 

perkotaan Banyakan-Grogol. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis alternatif solusi terhadap 

permasalahan dalam proses pelayanan KKPR. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis/Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara empiris bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:  



6    
 

1) Memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan dan pengkajian ilmu pertanahan dalam 

pelaksanaan perizinan kawasan perkotaan. 

2) Mampu memberikan rujukan penelitian selanjutnya untuk 

menemukan perkembangan kawasan perkotaan Banyakan-

Kediri sebagai tujuan kota agribisnis. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan 

masukan bagi pemerintah pada umumnya dan Kementerian 

ATR/KBPN pada khususnya dalam hal: 

1) Perumusan kebijakan pelaksanaan sistem OSS-RBA sesuai 

Rencana Tata Ruang lebih terarah teknis agar dapat 

diimplementasikan dengan baik; 

2) Arah kebijakan penerbitan izin KKPR dalam sistem OSS-RBA 

dalam memperkuat perekonomian wilayah untuk menunjang 

kesejahteraan rakyat; dan 

3) Acuan bagi Kantor Pertanahan lain mengenai pelaksanaan 

sistem OSS-RBA dalam melayani penerbitan izin KKPR.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR berusaha, non berusaha, 

serta PSN di Kawasan Banyakan – Grogol Kabupaten Kediri telah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2021 . 

a. Persyaratan pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR berusaha, 

non berusaha, dan PSN di Kawasan Banyakan – Grogol 

menggunakan persyaratan melalui proses persetujuan KKPR. 

b. Pelaksanaan layanan penerbitan izin KKPR berusaha, non berusaha, 

serta PSN di Kawasan Banyakan – Grogol Kabupaten Kediri 

dilaksanakan oleh intansi yang menjadi pelaksana diantaranya 

PUPR, DPMPTSP dan Kantor Pertanahan. 

2. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak pelaksana pelayanan dalam 

pelaksanaan perizinan KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol memiliki 

beberapa kendala yang saling berkaitan satu sama lain. 

a. Faktor Permasalahan yang terjadi dalam penerbitan izin KKPR di 

Kawasan Banyakan – Grogol secara umum terbagi menjadi 4 

(empat) macam yaitu sumberdaya manusia, kelembagaan, sistem 

dan tata kerjanya serta pelaku usaha dan non usaha. 

b. Respon instansi yang terlibat dalam proses perizinan dalam 

mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerbitan izin KKPR di 

Kawasan Banyakan – Grogol memiliki respon yang berbeda-beda 

dalam memberikan solusi. 

3. Alternatif solusi terhadap permasalahan dalam proses pelayanan KKPR 

menjadi bentuk sikap tanggung jawab oleh pelaksana pelayanan. 

a. Alternatif solusi yang diambil dalam menangani permasalahan 

sistem perizinan KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol Kabupaten 

Kediri terbagi dalam 4 (empat) macam yaitu sumberdaya manusia, 
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kelembagaan, sistem dan tata kerjanya serta pelaku usaha dan non 

usaha. 

b. Peran instasi yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan serta 

sikap para pelaku usaha don non berusaha pada layanan izin KKPR 

mengatasi solusi permasalahan proses pelayanan KKPR memiliki 

beberapa sikap tertib dalam pelaksanaannya. 

B. Saran 

1. Pada tahapan pelaksanaan penerbitan izin KKPR di Kawasan Banyakan 

– Grogol diketahui masih belum terintegrasi oleh RDTR Banyakan – 

Grogol, sehingga diharapkan instansi terkait baik untuk PUPR serta 

Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN agar bisa menyelesaikan 

pengintegrasian RDTR agar Konfirmasi KKPR dapat berjalan secara 

elektronik dan dapat mempermudah para pelaku usaha.  

2. Adanya kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan penerbitan izin 

KKPR di Kawasan Banyakan – Grogol diharapkan bisa menjadi 

pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat, agar kedepannya 

pelaksanaan dapat terlaksana dengan lancar. Harapannya solusi yang 

diberikan dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi kendala-

kendala yang ada.  
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